ABSTRAK

Bedy Satria Rizky Wijaya, Implementasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dibawah bimbingan Nurul
Herawati, S.E., M.Si.

Maksud dilakukannya observasi ini adalah untuk mengetahui
implementasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Daerah Kabupaten Pamekasan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku. Tujuan dari observasi ini untuk mengkomunikasikan kepada
masyarakat umum khususnya masyarakat Kabupaten Pamekasan mengenai
proses evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dengan studi
kasus pada Bappeda Kabupaten Pamekasan atas realisasi kinerja eksekutifnya
yang dituangkan dalam dokumen LAKIP (kinerja eksekutif selama melaksanakan
pelayanan publik), sehingga masyarakat dapat menilai dan ikut berperan aktif
dalam aktifitas pembangunan di Kabupaten Pamekasan.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
kualitatif deskriptif serta pendekatan eksplanatoris (penjelasan). Sumber data
yang digunakan terdiri dari data primer (interview) dan data sekunder (data
dokumentasi, literature, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku).
Metode analisis data menggunakan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian dan pembahasan: implementasi penetapan kinerja
SKPD 2014 di Kabupaten Pamekasan telah mengikuti sebagaimana menurut
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku namun tidak menampilkan
penetapan kinerja level pimpinan Pemerintah Kabupaten Pamekasan (bupati);
pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan 2014 didokumentasikan
dalam bentuk LKPJ Bupati 2014 dan kinerja yang diukur yakni dari segi realisasi
fisik dan anggaran kegiatan; penyusunan LAKIP Kabupaten Pamekasan 2014
mengalami keterlambatan penyampaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor
eksternal.

Simpulan observasi ini adalah (1) penyusunan LAKIP Kabupaten
Pamekasan 2014 menggunakan pihak ketiga, (2) pengukuran kinerja Pemerintah
Kabupaten Pamekasan diukur dari segi realisasi fisik dan anggaran kegiatan
(3) penyampaian LAKIP Kabupaten Pamekasan 2014 tidak tepat waktu
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (4) beberapa urusan
pemerintah kurang memahami perbedaan Indikator Kinerja Output dan Indikator
Kinerja Outcome, (5) Bappeda Pamekasan bertindak selaku koordinator
penyusunan LAKIP.
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ABSTRACT

Bedy Satria Rizky Wijaya, The Implementation of The Arrangement of
Performances Accountability In Pamekasan Regency Government. Under the
guidance of Nurul Herawati, S. E., M.Si.

This observation is done to investigate the implementation of the
Arrangement of Performance Accountability Report of Pamekasan Local
Government based on Regulation Law in applied. The aim of this observation is
to tell the public, especially Pamekasan citizens about the evaluation process of
Local Government Performance by a case study on Bappeda Pamekasan on the
realization of its executives’ performance as outlined in the LAKIP document
(executive’s performance in public services), so that the public can judge and
participate actively in the development of activities in Pamekasan.

The technigue used in this research is using qualitative descriptive
method and explanatory approach (explanation). The data source which is used
consist of primary data (interview) and secondary data (documentation data,
literature, and regulation law in applied). The data analysis method is Miles and
Huberman model.

Results of the research and discussion: the implementation of the
determination of the performance of SKPD 2014 in Pamekasan have followed as
according to Regulation Law in applied but does not show the performance level
determination of Pamekasan’s regents; the measurement of Pamekasan
government performance in 2014 is documented in the form of Regents LKPJ
2014 and the performance which is measured in terms of the realization of the
physical and budget activities; the arrangement of LAKIP Pamekasan 2014 is
delayed in its delivery by regulation law in applied because of some internal and
external factors.

Conclusion: This observation is (1) the arrangement of LAKIP
Pamekasan 2014 using a third pside, (2) performance measurement of
Pamekasan Government is measured in terms of physical realization and budget
activities, (3) the delivery of LAKIP Pamekasan 2014 was not timely based on
regulation law in applied, (4) several government affairs do not understand the
differences between Output Performance Indicators and Performance Indicators
Outcome, (5) Bappeda Pamekasan acts as a coordinator of LAKIP arrangement.
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